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PUTUSAN
Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.Ckr.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Talak antara:

MUHAMAD ROFIQ bin MAD GANI, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Karyawan Swasta sebagai Operator Produksi di PT. Dua Kuda
Indonesia, tempat tinggal di JIl. Raya Cilincing No.22, RT. 003 RW.
04,Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara,
Provinsi DKI Jakarta,

selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”;

Melawan

FATMA HASMILA Binti SAHLAN (Alm), umur 28 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di: Kp. Buwek Jaya RT.
002 RW. 002 Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi ;

selanjutnya disebut sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

17 Maret 15 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

dengan Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan

untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah No.
1129/86/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014.

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya
berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 01 Januari 2015
mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

4. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
Pemohon denganTermohon disebabkan masalah :

a. Termohon susah diatur sering dan bersikap egois (ingin menang
sendiri) terhadap Pemohon dan Pemohon telah berusaha
menasehatinya namun Termohon tidak pernah memperdulikan
nasehat Pemohon tersebut;

b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing punya
prinsip/pendapat yang berbeda yang tidak bisa dipecahkan
bersama;

5. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,
maka sejak tanggal 26 Februari 2015 Pemohon dengan Termohon telah
pisah rumah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
sebagaimana digambarkan di atas maka tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah
sebagaimana dikehendaki Pasal | UU No. 1 tahu 1974 tentang
perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk
tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan
Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan
menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Cikarang C.g.Majelis Hakim berkenan menerima,
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memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan

sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberiizin kepada Pemohon (Muhamad Rofig bin Mad Gani) untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Fatma Hasmila Binti
Sahlan (Alm) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau :ApabilaPengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak
pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil
atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di
persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang
ternyata bahwa ketidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan
yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, bahwa
setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui
proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum,
akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir
maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha
menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu
dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan
oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,
maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :
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- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor; 3172040809850004 Propinsi
DKI Jakartatertanggal 30 Januari 2015 bukti surat tersebut telah
bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1),

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1129/86/V1/2014 tanggal 07 Juni 2014
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas
pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. Mardani bin Basri;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut

tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah ayah kandung Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan
selama pernikahannya belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun
dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Termohon suka melawan dan tidak menghargai
penghasilan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak empat bulan
yang lalu;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun
tidak berhasil;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin
lagi bisa dipertahankan karena perselisihan yang terus menerus ;

2. Dartiah binti M. Sidik,umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumah
tangga, tempat tinggal di JI. Raya Cilincing No.22 RTO03 Rw04 Kelurahan

Cilincing Kota Jakarta Utara ;
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Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut
tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun
dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah
karena Termohon bersikap egois, tidak bisa mengatur keuangan rumah
tangga, tidak bisa masak dan mencuci;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak empat
bulan yang lalu;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun
tidak berhasil;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin
lagi bisa dipertahankan karena perselisihan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon
menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan
Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon
putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang
bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk
kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari
putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan
oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannnya dilangsungkan
menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang
mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah
dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Oleh
karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan
cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak
hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk
memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun
kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan, maka dapat
disimpulkan alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan Termohon;
Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;

Penyebab tidak rukun karena Termohon bersikap egois;

o~ 0N

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar

empat bulan yang lalu;
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Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas
dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir menghadap di persidangan,
maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk
membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotocopy Buku Kutipan Akta
Nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan
ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta
bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 07 Juni 2014 secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang
telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi—saksi Pemohon pada pokoknya
memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan
lagi disebabkan Termohon bersikap egois yang akibatnya Pemohon dan
Termohon telah berpisah rumah dan saksi telah berusaha mendamaikan
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan
terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil
permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon
agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim
berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan
setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum
permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2
(dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya

mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
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pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-
orang dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua
orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis
lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan saling berbeda pendapat dan
egois yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah,
saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon, namun usaha
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi
Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis
lagi sering terjadi percekcokan dan perselisihan ;

2. Bahwa penyebab percekcokan dan perselisihan tersebut adalah karena
Termohon bersikap egois;

3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcokan tersebut antara Pemohon
dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sekitar empat bulan yang lalu;

4. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk
tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcokan sehingga rumah
tangganya dapat dikatakan sudah pecah (broken marriage) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat
tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya

sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan
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melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi
bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi
keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil
dan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
mungkin lagi untuk dipersatukan ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon
selaku isteri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau
setidak-tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam
rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan
keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk
dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati
Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai
dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi
berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat
menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara
Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga
yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa
tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku
pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling
mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon
tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya
dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih
jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat
dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga

antara Pemohon dengan Termohon;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman
Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 227 yang artinya:

“‘Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian
yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di
persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan
dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji
terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih

pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi

A Ga Yl 68 g aly Cpaludl dlSa (g oSla ) 22 (4e
Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim,
dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Temohon sekalipun telah dipanggil
secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak
pula menyurun orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak
hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan cerai talak
Pemohon terhadap Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 3
(tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua
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biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk
membayarnya ;
Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
Memberi izin kepada Pemohon (Muhamad Rofig bin Mad Gani) untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Fatma Hasmila binti
Sahlan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
681.000,- (Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Senin tanggal
10 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1436
Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang
yang terdiri dari Dra. Hj. SAHRIYAH, SH., M.SI. sebagai Hakim Ketua Majelis
serta DRS. M. EFFENDY, HA dan DRS. ESIB JAELANI, MH, sebagai hakim-
hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta
Dra. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon

tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

DRA. HJ. SAHRIYAH, SH., M.SI.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

DRS. M. EFFENDY, HA DRS. ESIB JAELANI., MH

Panitera Pengganti

DRA. NIA SUMARTINI

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
. Biaya Proses :Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan  : Rp. 590.000,-
. Redaksi :Rp. 5.000,-

. Materai :Rp.  6.000,-
Jumlah :Rp. 681.000,- (Enam ratus delapan puluh satu ribu

a A W N P

rupiah)
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Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
PANITERA

Pengadilan Agama Cikarang

R. JAYA RAHMAT, S.Ag. M.Hum

CATATAN:
Salinan Putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon atas
permintaan sendiri pada tanggal ,..........c. dan belum/telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.
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